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Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 (UU
KPK 2019) telah menimbulkan polemik di tengah
masyarakat. Pemerintah di satu sisi mendukung adanya
pembaharuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur terhadap Koemisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK), sedangkan, di sisi lain, banyak masyarakat
menolak revisi tersebut. Salah satu contoh penolakan
adalah ketika ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi
di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
bulan Desember 2019 guna menyuarakan aspirasi
mereka agar DPR membatalkan UU KPK 2019 karena
mereka beranggapan UU KPK 2019 memperlemah
kedudukan KPK dalam upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi.

Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan catatan
bahwa setidaknya ada 15 kelemahan dari UU KPK 2019.
Penelitian ini akan memberikan analisa terhadap
substansi UU KPK 2019 khususnya yang berkaitan
dengan hal-hal yang dianggap sebagai kelemahan oleh
ICW. Analisa ini bertujuan untuk memberikan referensi
keilmuan di bidang hukum dalam memandang substansi
UU KPK 2019.

Analisa Hui(um Terhadap Substansi Undang-Undang® = Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2019, oleh Sujana Dopandl S,

Hak Cipta @2020 pada Penulis

President University, JI: Ki Hajar Pewantara, Rt:2, Rw. 4. Mekanmukii,
Cikanang Utara, Kabupateh Bekas| 17530

ISBN 978-623-6655-27-6 ANALISA HUKUM

ML

786236 655276 PIBANA KORU

9




